WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 553 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Menimbang

Mengingat

TANAH LONGSOR KOTA AMBON
TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 532
Tahun 2019 tanggal 7 Juni 2019 tentang Penetapan Status
Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kota Ambon Tahun

2019 selama 14 (empat belas) hari, maka perlu membentuk
pos komando;

bahwa berdasarkan ketentuan BAB V Pasal 10 Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03
Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana, dalam rangka mengkoordinasikan,
mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur
dalam penanganan tanggap darurat bencana sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pos Komando
Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kota Ambon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota
Ambon tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat
Bencana Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2
Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana;



16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun

2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Ambon Nomor 279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Pos Komando serta Kelengkapan Personil dalam
Struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor
Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Komando dan Personil Pos Komando sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU untuk mengkoordinasikan seluruh unsur

untuk upaya-upaya penanganan tanggap darurat bencana tanah
longsor di Kota Ambon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 dan sumber pembiayaan
lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal o-~7 ctoHi

a.n.WALIKOTA AMBON y
SEKRETARIS KOTA, /

NIP/ 19611105 198303 1018
i

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
Cq.Deputi Penanganan Darurat di Jakarta

Gubernur Maluku;

Ketua DPRD Kota Ambon;

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
Kepala BPKAD Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

Pertinggal

NOoA WD



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 533 TAHUN 2019

TANGGAL 07 OUNI 2.0\0

TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR KOTA AMBON
TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMADO TANGGAP DARURAT BENCANA

PENANGGUNG JAWAB
WALIKOTA AMBON

KOMANPAN
SEKRETARIS KOTA
PENGARAH AMBON
WAKIL WALIKOTA
DANDIM
KAPOLRES
KETUA DPRD KOTA WAKIL KOMANPAN
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BPBD
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SEKRETARIS BPED BAPPEDA LITBANG AMBON KABAG HUMAS & PROTOKOLER
KASUBAG KEUANGAN KABID PK BPBD CAMAT
PUSDALOPS PB BPBD
SEKSI KESEHATAN SEKSI PENYELAMATAN SEKSI LOGISTIK PAN SEKSI KEAMANAN SEKSI SARPRAS/RR
DINAS KESEHATAN PAN EVAKUASI TRANSPORTASI DINAS SATPOL PP DINAS PUPR
PMI s DINAS DAMKAR & DINAS SOSIAL TNI DINAS PERMUKIMAN &
PENYELAMATAN DLHP POLRES PERUMAHAN RAKYAT
s TNI BD}I)I\];%S PERHUBUNGAN BPBD
= POLRES BAGIAN UMUM 8 PERLENGKAPAN
TAGANA
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